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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,  

LALU LINTAS DAN KECELAKAAN LALU LINTAS 

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah 

diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini 

banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: 

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana 

Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara 

khusus Tindak Pidana Pornografi.25 

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku 

dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 

untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah 

melakuakan tindakan pidana.26 Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.27 

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak dapat dibuat, yang di 

dalam undang-undang menentukan Pasal 164 KHUP, ketentuan dalam pasal 

ini mengharuskan seseorang melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan 

 
25 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi Rajawali, Pers, Jakarta, 2012, hlm. 49. 
26 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47-49. 
27 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Fajar Interpramata Mandiri, Jakarta, 2014, 

hlm. 35. 
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timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan 

sanksi. 

Sudartono berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah 

tepat dalam pemakian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong 

memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk 

undang-undang. 

Pendapat Sudartono diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan 

undangundang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga 

istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah 

perbuatan yang diatur oleh hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, 

dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif 

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga 

perbuatannya yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 

diharuskan oleh hukum).28 

Bagian yang tak terpisahkan dalam hal tindak pidana juga  yaitu 

mengenai pertanggungjawaban pidana dalam suatu perbuatan baik itu 

termasuk pada kejahatan ataupun pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana 

dalam  istilah disebut dengan teorokenbaardheid atau criminal responsibility 

yang menjurus kepada pemidaan pelaku dengan maksud untuk menentukan 

apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkkan atas 

 
28 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 50. 
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suatu perbuatan atau tindak pidana yang terjadi atau tidak.29 Menurut Romli 

Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban 

untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang 

yang telah dirugikan.30 

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari perbuatan 

pidana, sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa 

terlebih dahulu nelakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, sangat 

dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas 

suatu tindakan tanpa melakukan tindakan tersebut.31 

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan 

konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin 

ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan 

pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali bila 

pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan 

dengan an act does not make a person guilty, unless the mind legally bla, 

eworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipeuhi untuk 

dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang 

terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin (mens rea).32 

 
29  Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan 

Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta PuKAP 
Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 71. 

30 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Jaya, Bandung, 2000, hlm. 65. 
31 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 

1983, hlm. 25. 
32 Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 

1999, hlm. 27. 
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Dalam tindak pidana, pelaku dapat dipidana jika memenuhi unsur-

unsur delik yang telah ditentukan dapat dipidana dalam Undang-Undang. 

Menurut Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah 

cukup apabila orang itu telah melakukan perbautan yang bertentangan dengan 

hukum atau bersifat melawan hukum. Dengan demikian, meskipun perbautan 

tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, namun hal tersebut 

belum cukup untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan 

perbuatan itu harus memenuhi unsur kesalahan atau bersalah. Orang tersebut 

harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut 

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.33 

Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pelaku 

mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena 

seseorang mampu menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa 

perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh 

Undang-Undang karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu 

bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seorang tersebut 

tidak mampu bertanggungjawab.34 

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus 

mempunyai unsur-unsur yakni Kemampuan berpikir (psyhisch), pembuat 

(dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan 

ia menentukan perbuatannya. Oleh sebab itu, dapat menentukan kehendaknya 
 

33 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155-156. 
34  Elfa Mardiana, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 

Relevansinya Terhadap Pemabaharuan Hukum Pidana Indonesia, Al-Mawarid, Vol. 12, No. 1, 
2012, hlm. 3. 
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sesuai dengan pendapatnya.35 Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan 

sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang 

dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata 

lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan 

sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.36 

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan 

menurut G. A. Van Hamel adalah sebagai berikut:37 

1. Jiwa Seseorang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atas suatu 

nilai dari perbuatannya. 

2. Orang harus mengakui bahwa perbautannya menurut hukum peraturan 

perundang-undangan adalah suatu perbuatan yang dilarang. 

3. Orang tersebut menghendaki terhadap perbuatannya. 

Selanjutnya dalam setiap perbuatan pidana mengandung unsur 

kesalahan. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena 

dilihat dari segi masyarakat sebenernya dia dapat berbuat lain bila tidak ingin 

melakukan perbuatan tersebut. 38  Seseorang dapat dikatakan mempunyai 

kesalahan, bila dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi 

masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu terkait melakukan perbuatan yang 

 
35 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresko, Bandung, 1986, 

hlm. 55. 
36 Mahrus Ali,  Op.Cit, hlm. 171. 
37 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997, 

hlm. 397. 
38 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 

1983, hlm. 77. 
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merugikan masyarakat padahal mampu ntuk mengetahui makna perbautan 

tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. 

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. 

Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang 

sesungguhnya dari seseorang. Sedangkan kesalahan normatif adalah 

kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif 

merupakan  kesalahan dari sudur norma-norma hukum pidana, yaitu 

kesalahan dalam arti kesengajaan dan  kealpaan. Dari peristiwa konkret yang 

terjadi, orang lain menilai menurut ukuran pada umumnya apakah pada 

pelaku terdapat kesalahan dalam arti kesengajaan atau kealpaan.39 

Pertanggungjawaban pula dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan 

yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang 

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya 

perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya 

pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana 

hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan 

pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan 

menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu 

pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap 

tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang itu 

adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban 

 
39 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 

2013, hlm. 114-115. 
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pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. 

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme 

yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap negara pelanggar 

atas ‘kesepakatan menolak` suatu perbuatan tertentu.40 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas 

1. Pengertian Lalu Lintas 

Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak 

kendaraan, orang, atau hewan dijalan. Masalah yang di hadapi dalam 

perlalululintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan 

dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan 

jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi 

terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini 

sering dirancungkan sebagai persoalan angkutan.41 

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai 

gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang 

dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang 

diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang 

berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada 

 
40 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 156. 
41  Suwadjoko P. Warpani, Penglolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penerbit ITB, 

Bandung, 2002, hlm. 1. 
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empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan 

pejalan kaki. 

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, 

nyaman dan efisienmelalui menajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. 

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan 

menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, 

dan pengendalian arus dipersimpangan.42 

Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis 

mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLDAJ, 

maupun pendapat para pakar hukum. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UULLDAJ 

“lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. 

Sementara itu menurut W.J.S.Poerwodarmito bahwa lalu lintas 

adalah:43 

1. Perjalanan bolak-balik. 

2. Perilah perjalanan di jalan dan sebagainya 

3. Perhubungan antara sebuah tempat. 

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, 

perjalanan di jalan. Menurut Ramdlon Naning juga menguraikan 

pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau 

 
42 M. Yasir, Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa 

Orang Lain, Skripsi, 2014, hlm. 12. 
43  Maghdalena Todingrara, Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan 

Kecelakaan Berakibat Kematian, Skripsi, 2013, hlm. 20. 
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tanpa alat penggerakan dari satu tempat ketempat lainnya.44 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan KUHP, pada 

dasarnya membedakan dua macam tindak pidana, yaitu yang dikenal 

dengan sebutan “kejahatan” dan “pelanggaran”. 

Diadakannya dua macam tindak pidana oleh pembentuk KUHP 

tersebut, maka perbedaan di dalam tindak pidana yang dimaksud disini 

tidak hanya terletak dalam peraturannya, akan tetapi disamping itu juga 

ada ancaman pidana atau sanksinya. 

Untuk kejahatan, sanksi atau hukuman pidananya jauh lebih berat 

daripada ancaman pidana atau sanksi pelanggaran. Contoh misalnya untuk 

pidana mati, ancaman pidana atau sanksi pidana matinya hanya ada untuk 

tindak pidana kejahatan saja. Akan tetapi untuk tindak pidana pelanggaran 

hal tersebut di atas tidak dikenal. Maksudnya ancaman pidana mati itu 

tidak dikenal dalam tindak pidana pelanggaran. Untuk mengetahui apakah 

suatu perbuatan itu termasuk kejahatan atau pelanggaran hukum dilihat 

dalam KUHP itu sendiri. Maksudnya apakah suatu perbuatan tersebut 

berarti termasuk kejahatan, dan apabila diatur dalam KUHP perbuatan itu 

termasuk pelanggaran. 

Pengertian pelanggaran yang dimaksud oleh beberapa sarjana, 

diantaranya adalah Moeljatno mengatakan bahwa Pelanggaran adalah 

perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui 

setelah ada undang-undang yang menetukan atau perbuatan yang sifatnya 

 
44 Ibid, hlm. 21. 



35 
 

 

melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang 

menentukan demikian.45 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa Istilah pelanggaran 

sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa 

Belanda, yaitu dan istilah “Overtreding” dimana istilah perbuatan 

mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar 

sesuatu, dan berhubugan dengan hukum berarti tidak lain daripada 

perbuatan melanggar hukum.46 

Van Bammelan dalam Prodjodikoro mengatakan bahwa Perbedaan 

antara kedua golongan tindak pidana tersebut Kejahatan dan Pelanggaran 

adalah tidak bersifat kualitatif, melainkan umumnya dengan hukuman 

lebih berat daripada pelanggaran.47 

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah 

perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1992 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.48 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas memang apabila 

dihubungkan dengan kenyataan dalam hidup kita sehari-hari, pelanggaran 

diancam dengan sanksi yang lebih ringan daripada kejahatan. Dengan 
 

45 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2002, hlm. 71-
72. 

46 Prodjodikoro, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pustaka Media, Jakarta, 2000, hlm. 28 
47 Ibid, hlm. 4. 
48 Naning Rondlon Awaloedin, Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin 

Penegak Hukum dan Lalu Lintas, Bina Ilmu, Jakarta, 2003, hlm. 19. 
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demikian benar juga apa yang dikatakan oleh Van Bemmelan bahwa 

perbedaan kejahatan dengan pelanggaran itu adalah perbedaan yang 

bersifat kualitatif, yaitu bahwa sanksi atau ancaman pidana yang diberikan 

pada si pelaku kejahatan lebih berat daripada yang diberikan pada si 

pelanggar Sebagai salah satu contoh dapat penulis kemukakan bahwa 

ancaman pidana atau sanksi pidana yang diberikan pada tindak pidana 

pencurian atau tindak pembunuhan adalah lebih berat bila dibandingkan 

dengan ancaman pidana atau sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku 

pelanggaran lalu lintas. Seperti apa yang telah dikemukakan beberapa 

pengertian tentang pelanggaran di atas, maka yang lebih dianggap perlu 

atau yang dipandang perlu untuk dikemukakan lebih dahulu pengertian 

lalu lintas, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan atau memberikan 

gambaran yang jelas tentang masalah yang menjadi pokok pembahasan 

dalam skripsi ini. 

Poerwadarminta dalam kamus Bahasa Indonesia mengatakan, lalu 

lintas adalah Berjalan bolak-balik dan hilir mudik, perihal perjalanan di 

jalan, dan bagaimana perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat 

lainnya. Penulis berpendapat, bahwa lalu lintas adalah setiap pemakai jalan 

baik perorangan maupun kelompok yang menggunakan jalan baik sebagai 

suatu ruang gerak/jalan kaki atau tanpa alat penggerak/kendaraan. Apabila 

dilihat dari pengertian lalu lintas itu, tidak lain adalah menyangkut gerak 
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perpindahan orang atau barang dari satu tempat menuju ke tempat yang 

lain dengan menggunakan jalan sebagai sarana transportasi.49 

Dalam peraturan perundangan tersebut, hanya ditentukan apa dan 

bagaimana seharusnya pemakai jalan terutama pengemudi kendaraan itu 

harus mengemudikan kendaraannya. Seperti misalnya ketentuan yang 

tersebut dalam beberapa pasal undangundang Nomor 14 tahun 1992, maka 

barulah pelanggaran lalu lintas. Dari uraian tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas itu sesungguhnya tidak lain 

adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 

masalah lalu lintas. 

2. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas 

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun 

dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan 

karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang 

terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU 

LLAJ) . 

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur 

dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-

undang No. 22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam 

 
49 W.J.S. Poerwadarminta, Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, 

hlm. 56. 
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penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan 

tersebut, antara lain tentang penyidikan. 

Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak 

Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukuan oleh:50 

a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

menurut undang-undang ini. 

Sesuai Pasal 106 Berbunyi setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor dijalan wajib memenuhi ketentuan: 

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 

(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

memenuhi ketentuan:  

a. Rambu perintah atau rambu larangan; 

b. Marka jalan; 

c. Alat pemberi isyarat lalu lintas; 

d. Gerakan lalu lintas; 

 
50  Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP, 

Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 211. 
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e. Berhenti dan parkir; 

f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; 

g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 

h. Tata penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. 

(5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Setiap 

orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan : 

a. Surat tanda nomor kendaraa bermotor atau surat tanda coba 

kendaraan bermotor; 

b. Surat izin mengemudi; 

c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau 

d. Tanda bukti lain yang sah. 

(6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat 

atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib 

mengenakan sabuk keselamatan. 

(7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat 

atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan 

penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk 

keselamtan dan mengenakan helem yang memenuhi standar nasional 

Indonesia.  

(8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang 

sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar 

nasional Indonesia 
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(9) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa 

kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) 

orang. 

Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara 

kendaraan, maka harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu 

lintas dengan memperhatikan Pasal-pasal, antara lain: 

Pasal 281 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 

1.000.000,00 (satu jutarupiah)”. 

Pasal 287 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan 

yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 106 ayat (4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 

bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. 

Pasal 307 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi 

ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensikendaraan 

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
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Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas juga diatur 

didalam KUHP yakni Pasal 359 yang berbunyi ”barang siapa karena 

kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 

satu tahun. 

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan 

jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap 

pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut 

pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai 

pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat 

dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak 

dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh 

Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda 

maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan 

angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam 

berkas bukti pelanggaran. 

Dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil 

dari pada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan 

kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke 

kas negara. Uang denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke 

kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
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melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.51Dalam Undang-undang nomor 22 

tahun 2009, maka dapat diketahui adanya pasal-pasal yang mengatur 

tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya pasal 288 yang menyatakan:52 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor di Jalan yang 

tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraa Bermotor atau 

surat tanda coba Kendaran Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 

ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 

tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5 ) huruf b dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu ) bulan dan /atau denda paling banyak 

Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ). 

Menurut ketentuan dari pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan 

bahwa: barang siapa melanggar ketentuan dari ayat tersebut berarti 

siapapun yang melanggar di kenakan sanksi pidana sesuai dengan 

pelanggaran lalu lintas. Dan dalam pasal ini jelas dikatakan atau 

ditentukan adanya larangan untuk mengemudikan kendaraan atau ikut 

menjalankan kendaraan tanpa ijin. Oleh karenanya apabila ketentuan pasal 

 
51 Ruslan Renggong, Ibid, hlm. 214. 
52 Penjelasaan pasal 288 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan. 
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ini dilanggar, maka berdasarkan pasal 288 ayat 1 dan ayat 2 berarti si 

pengemudi dapat dipidana sesuai dengan UndangUndang Lalu Lintas 

Nomor 22 Tahun 2009. 

Dari pengertian pasal 288 ayat 1 dan ayal 2 dapatlah disimpulkan 

bahwasannya seseorang yang tidak memiliki Surat lzin Mengemudi (SlM) 

dilarang untuk mengemudikan kendaraan atau menjalankan kendaraan 

agar tidak dikenai sanksi pidana. 

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan 

kendaraan bermotor dijalan, wajib: 

a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar. 

b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki. 

c. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau 

surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi atau SlM, 

dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal ini 

dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. 

d. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka 

jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat 

pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan tehnik 

dan baik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan 

sinar, kecepatan maksimum dan atau minimun, tata cara mengangkut 

orang atau barang, tata cara penggandengan atau penempelan dengan 

kendaraan lain. 
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e. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor 

roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi 

kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan roda 

empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah. 

Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk 

disamping pengemudi wajib memakai sabuk pengaman atau keselamatan, 

dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan 

bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-

rumah wajib memakai helm. 

Menurut ketentuan pasal 57 UU No.22 tahun 2009 maka barang 

siapa tidak memenuhi hal-hal yang diharuskan itu berarti melakukan 

pelanggaran lalu lintas, misalnya pengemudi tidak bisa memperlihatkan 

Surat lzin Mengemudi (SlM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNKB) pada waktu diperiksa oleh petugas hukum dalam hal 

iniadalah polisi lalu lintas, oleh karenanya, maka si pengemudi tersebut 

dianggap telah melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Pasal 231 UU No. 22 tahun 2009 menyatakan bahwa:53 

(1) Pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas 

wajib : menghentikan kendaraannya, menolong orang yang menjadi 

korban kecelakaan, melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat 

kepolisian terdekat;  

 
53 Penjelasaan pasal 231 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan 
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(2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1, oleh karena keadaan memaksa tidak dapat 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 

kepadanya tetap di-wajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat 

polisi Negara Republik Indonesia terdekat. 

Barang siapa melanggar ketentuan pasal ini berarti telah melakukan 

pelanggaran lalu lintas. Apabila dilihat dari isinya maka ketentuan pasal 

231 ini adalah merupakan salah satu ketentuan yang sangat menghargai 

jiwa dan raga manusia. Dimana di dalam ketentuan pasal 231 tersebut ada 

keharusan bagi pengemudi berhenti dan segera memberi pertolongan 

kepada korban kecelakaan tersebut. Kecuali itu ketentuan pasal 231 ini 

juga merupakan ketentuan yang tidak kaku. Maksudnya masih 

memberikan kepada si pengemudi untuk tidak berhenti di tempat kejadian 

kecelakaan karena alasan yang mendesak, Seperti misalnya karena untuk 

menyelamatkan diri dari pengeroyokan massa di tempat kejadian 

kecelakaan, asalkan pengemudi tersebut segera melapor kepada pejabat 

kepolisian terdekat.  

Untuk alasan-alasan tertentu yang mendesak ini, dijelaskan dalam 

pasal 231 ayat (2) tersebut sebagai berikut: sebagai contoh: Alasan yang 

mendesak ialah misalnya jika ada gejala-gejala pengemudi atau 

penumpangnya mendapat serangan dari korban atau orang-orang 

sekitamya, walaupun dalam hal mengemudi dapat berjalan terus namun ia 
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diwajibkan melaporkan diri pada pejabat kepolisian di tempat yang 

terdekat. 

Dari ketentuan di atas jelas bahwa apabila pihak pengemudi dalam 

kecelakaan lalu lintas tidak melapor pada pihak yang beruajib berarti 

pengemudi tersebut telah melakukan pelanggaran. Akibat dari pada jenis 

pelanggaran lalu lintas yang terakhir ini hanyalah dirasakan oleh si 

pengemudi atau pemilik kendaraaan itu sendiri, misalnya terhadapnya 

dijatuhi hukuman denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti 

apabila denda itu tidak dibayar.  

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh 

kealpaan, sehingga terjadi palanggaran Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-

Undang hukum pidana (KUHP) terutama Pasal 359 dan 360, disebabkan 

pengemudi tidak memperhatikan kepetingan umum, misalnya melarikan 

kendaraanya dengan kecepatan yang tinggi, membawa muatan orang atau 

barang lebih dari pada apa yang telah ditetapkan atau karena kurang 

memperhatikan keadaan alat-alat dari kendaraan yang dikemudinya. Kita 

sering menggunakan perkataan kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi apakah 

yang diartikan dengan kecelakaan lalu lintas itu, apakah tiap kecelakaan 

yang terjadi dijalan termasuk kecelakaan lalu lintas.  
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3. Ruang Lingkup Lalu Lintas 

Ruang lingkup rekayasa lalu lintas dalam prakteknya mencakup 5 

(lima) bagian penting sebagai berikut: 54 

a. Studi Karakteristik Lalu Lintas 

1) Faktor-faktor kendaraan dan manusia; 

2) Volume lalu lintas, kapasitas jalanan dan persimpangan; 

3) Arus lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan; 

4) Pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas; 

5) Faktor-faktor mengenai parkir dan terminal; 

6) Pelayanan fasilitas dan pemakaian; dan 

7) Analisis kecelakaan lalu lintas 

b. Perencanaan Transportasi 

1) Studi transportasi regional; 

2) Perencanaan jangka panjang mengenai jaringan jalan, sistem 

transportasi umum, terminal dan parkir; 

3) Perencanaan khusus pembangunan, peningkatan atau penyebaran 

kembali lalu lintas; 

4) Studi tentang dampak lingkungan; dan  

5) Penilaian factor-faktor sistem transportasi dan perilaku pemakaian 

jalan pada suatu sistem lalu lintas. 

 
54 Alik ansyori alamsyah, Rekayasa Lalu Lintas Edisi Revisi, Umm Press, Malang, 2008, 

hlm. 3-4. 
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c. Perencanaan geometrik jalan, penerapan rekayasa lalu lintas pada 

perencanaan geometric meliputi: 

1) Perencanaan jalan baru, dimana jumlah kendaraan yang 

direncanakan akan melaluinya serta kecepatan rencana, 

direncanakan pada analisis rekayasa lalu lintas, demikian juga 

dengan perencanaan horizontal, vertikal, kelandaian, kemiringan 

dan pemotongan lintang jalan. 

2) Perencanaan ulang jalanan dan persimpangan lama untuk 

meningkatkan kapasitas keamanan. 

3) Perencanaan parkir dan terminal. 

4) Penetapan standar- standar untuk jalan raya. 

d. Operasi lalu lintas, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan 

cara menerapkan alat-alat kontrol lalu lintas agar sesuai dengan standar 

dan ketentuan lainnya. Penerpan dapat dilakukan melalui: 

1) Peraturan perundang-undangan. 

2) Alat-alat kontrol. 

3) Standard kebutuhan. 

e. Administrasi, untuk mencapai tujuan dari rekayasa lalu lintas 

dibutuhkan sejumlah administrasi yang meliputi: 

1) Organisasi yang berwenang menjalankan tugas pengaturan lalu 

lintas. 

2) Kantor pelaksanaan harian. 

3) Hubungan antar instansi terkait.  
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4) Administrasi lanjutan yang mengelola anggaran, kebutah personil 

untuk perubahan administrasi atau organisasi. 

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas  

1. Definisi Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di 

Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan 

inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang 

mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut 

termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. 

Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh 

beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya 

tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas 

dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 

juta manusia setiap tahun menurut WHO (2004). Berkaitan dengan hal 

tersebut, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah 

dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas 

adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang 

diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang 

sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, 
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kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban (WHO, 1984). 

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian 

yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (Random 

Multy Factor Event).  

Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu 

lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada 

satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit 

memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi. 

2. Faktor- faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas   

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari 

terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai 

dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu 

diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat. 

Beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya 

transportasi yang diinginkan adalah tercampurnya penggunaan jalan dan 

tata guna lahan disekitarnya (mixed used) sehingga terwujud lalu lintas 

campuran (mixed traffic). Faktor mixed used dan mixed traffic tersebut 

dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan 

kemacetan. Desain geometrik yang tidak memenuhi persyaratan sangat 

potensial menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti tikungan 

yang terlalu tajam dan kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi 

syarat.  



51 
 

 

Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan maupun 

pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas (rambu, marka, sinyal) yang 

dilakukan oleh pengemudi sangat sering menyebabkan kecelakaan. 

Penempatan dan pengaturan kontrol lalu lintas yang kurang tepat dapat 

menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, 

alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan arah.  

Oder dan spicer menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat 

diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan 

lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu 

atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau 

kecelakaan lalu lintas. 55  Dari beberapa penelitian dan pengkajian di 

lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh 

faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan 

kombinasi dua atau lebih faktor tersebut di atas.56 

a. Faktor Manusia (Human Factors) 

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam 

kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan 

pegemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan 

dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan 

merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering 

 
55 Fachrurrozy, Keselamatan Lalu Lintas (Traffic Safety), UGM, Yogyakarta, 2001, hlm.  
56 Austroads, Road safety Audit, 2nd Edition, Austroads Publication, Sydney, A 
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diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan 

pelanggaran aturan lalu lintas.  

Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua 

faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna 

jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang 

termasuk perilaku pengemudi antara lain: pandangan dan ketajaman 

pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi 

terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran 

dalam keterampilan berkendaraan diajarkan dan diuji sebagai 

persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, 

seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi 

menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang 

menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan 

percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengendara akan tumbuh tak 

terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin 

besar.  

Ada perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai 

contoh, meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang 

baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka 

labih beresiko dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih 

berbahaya terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua 

dengan reaksi lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih 
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banyak, tapi ini belum terjadi karena mereka cenderung untuk 

melambatkan kendaraan dan lebih hati-hati.  

b. Faktor Kendaraan (Vehicle Factors) 

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah 

dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin 

keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga 

harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi 

dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan 

sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut 

diharapkan dapat:  

1) Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas,  

2) Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai 

jalan lainnya,  

3) Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor  

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila 

tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi 

teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan.  

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena 

faktor kendaraan, antara lain:  

1) Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak 

baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, 

selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.  
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2) Over load atau kelebihan muatan merupakan penggunaan 

kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.  

3) Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab 

berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard 

kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat 

benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada 

saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat 

mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan 

design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, 

namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan 

pengaruh kepada perancang.  

4) Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar 

pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga 

konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau 

menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru 

tanpa menyilaukan.  

c. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam  

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai 

penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat 

menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya 

marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan 

optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya 

dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan 
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spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan 

secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. 

Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan 

efek besar terjadinya kecelakaan.  

Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini 

bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi 

dan mempengaruhi responnya. Misalnya memperlebar alinyemen jalan 

yang tadinya sempit dan alinyemen yang tidak baik akan dapat 

mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan 

jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa 

aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan superelevasi 

dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga 

mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju 

kecelakaan.  

Pemilihan bahan untuk lapisan jalan yang sesuai dengan 

kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan selip tidak kurang 

pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Tempat-tempat yang 

mempunyai permukaan dengan bagian tepi yang rendah koefisien gaya 

geseknya akan mudah mengalami kecelakaan selip dibanding lokasi-

lokasi lain yang sejenis yang mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini 

penting bila pengereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada 

bundaran jalan melengkung, persimpangan, pada saat mendekati tempat 
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pemberhentian bus, penyeberang, dan pada jalan jalan miring, maka 

perlu diberi permukaan jalan yang cocok.  

Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain 

dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai 

faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu 

lintas.  Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan 

(mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi 

seperti:  

1) Lokasi atau letak jalan, antara lain: jalan di dalam kota (di daerah 

pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan) dan jalan di 

luar kota (pedesaan).  

2) Iklim atau perubahan cuaca, Indonesia mengalami musim hujan 

dan musim kemarau. Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja 

kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan 

menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena 

penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya 

hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap 

dan pegunungan sehingga pengemudi supaya waspada dalam 

mengemudikan kendaraannya.  

3) Volume lalu lintas, berdasarkan pengamatan diketahui bahwa 

makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang 

terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas 

makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan 
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sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut di atas, 

diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai 

kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.  

Keadaan lingkungan sekeliling jalan yang harus diperhatikan 

oleh pengendara adalah penyeberang jalan, baik manusia atau kadang-

kadang binatang. Lampu penerangan jalan juga perlu ditangani dengan 

seksama, baik jarak penempatannya maupun kekuatan cahayanya. Para 

ahli transportasi jalan berusaha untuk mengubah perilaku pengemudi 

dan pejalan kaki dengan peraturan dan pelaksanaan yang layak 

sehingga dapat mereduksi tindakan-tindakan berbahaya mereka.  

Pada umumnya program penanganan kecelakaan yang sedang 

dan akan dilakukan meliputi berbagai program penanganan, 

pencegahan, dan program pengurangan kecelakaan lalu lintas dalam 

pengertian penanganan terhadap jumlah kecelakaan (number of 

accident) maupun terhadap tingkat luka korban (severity). Upaya 

program pencegahan dan pengurangan kecelakaan dilaksanakan untuk 

meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia. 

Menurut pendapat Hobbs yang dikutip dari bukunya Suprapto 

T.M. dan Wadjiono kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang 

sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya yang mengakibatkan tidak 

hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian karena 

kasus kecelakaan lalu lintas sulit diminimalisasi dan cenderung 
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meningkat seiring pertambahan jalan dan banyaknya pergerakan dari 

kendaraan.57 

Kecelakaan lalu lintas menurut Arif Budiarto dan Mahmudan 

merupakan suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, 

yang umumnya didahului oleh situasi dimana satu atau lebih dari 

pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian 

lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu 

peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam 

menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan 

ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya 

tabrakan.58 

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga 

dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan 

lain yang dapat menimbulkan korban dan/ atau kerugian harta benda. 

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak 

bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan 

trauma, cidera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat 

mengakibatkan meninggal dunia.59 

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat 

dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam 

 
57 Surapto T.M. dan Wadjono, Perencenaan dan Teknik Lalu Lintas, Edisi Kedua, Gadjah 

Mada Univesity Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 5. 
58 Arif Budiarto  dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Surakarta, 2007, hlm. 3. 
59 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 35. 
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kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas 

diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi dijalan, adanya unsur 

ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna 

jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau 

manusia.60 

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena selalu terdapat unsur 

ketidaksengajaan, apabila suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan 

disengaja dan telah dilakukan rencana seperti ini maka hal ini bukan 

murni kecelakaan lalu lintas, melainkan suatu tindak pidana yang 

digolongkan dalam suatu tindak pidana penganiayaan atau suatu tindak 

pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan pengertian yang telah 

dijelaskan maka dapat dinyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas 

merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh seseorang, 

kecelakaan lalu lintas adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur 

kesengajaan, maka kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi kapan 

dan dimana kecelakaan tersebut akan terjadi. 

 

D. Teori Restorative Justice 

Keadilan Restoratif (restorative juctice) merupakan penyelesaian 

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

 
60  Kepolisian Republik Indonesia, Standar Operasional dan Prosedur Penanganan 

Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu 
Lintas, hlm. 55. 
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penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, dan bukan pembalasan. 

Dalam praktek penegakkan hukum pidana sering kali mendengar 

istilah Restorative juctice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan 

bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan 

restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu 

pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut 

(keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan 

tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan 

pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya 

persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". 

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana 

di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah 

keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua 

pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 

memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan 

datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang 

mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip 

utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, 

partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada 
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jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta 

di masyarakat.61 

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas 

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada 

pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan 

hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan 

penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer 

ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, 

kesalahan dan pidana.62 Dan selain identik dengan hukum formil, penegakan 

juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan 

pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran 

Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasanya 

menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna 

untuk masyarakat.  

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan 

hukum indonesia bisa dikatakan “communis opinio doctorum”, yang artinya 

bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam 

mencapaui tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.63 Oleh karena itu, 

 
61 Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21. 
62  Dwidja Priyatno, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam 

Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 
Bandung, 2007, hlm. 9. 

63  Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade 
Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.   
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diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative 

Justice System, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-

kultural dan bukan pendekatan normatif. 

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem 

peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan 

dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah 

menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan 

gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan 

sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan 

restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus 

secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi 

negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk 

kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. 

Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong 

ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, 

membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek 

masyarakat yang bertanggung jawab.64 

Restorative Justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan 

penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab 

kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif 

 
64  UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook 

Series, UN New York, Vienna, 2006, hlm. 5  . 
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bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) 

dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya 

Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia 

yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme 

yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.65 

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, 

pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan 

melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai 

landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa 

konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.7 Restorative Justice 

merupakan teori keadilan yang menekan kan pada pemulihan kerugian yang 

disebabkan oleh perbuatan pidana.  

Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik 

korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative 

Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk 

menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini 

didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan 

pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau 

masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan 

Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan 

menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.  

 
65 John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, Oxford University Press, 

England, 2002, hlm. 3.   
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Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya 

sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari 

korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun 

perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan 

kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan 

bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. 

Prinsip restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan 

hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen 

pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk 

pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran 

Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia masih belum optimal. Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan 

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ialah: 

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

Dalam KUHP. 

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum. 
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4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan 

Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 

Rehabilitasi Sosial. 

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di 

Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 

6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 

166A/KMA/SKB./XII/2009, 148A/A/JA/12/2009. B/45/XII/2009, 

M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-a/KPTS/2009, 02/Men.PP dan 

PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum. 

7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indoneisa Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 

Tahun 2012, Nomor KEP=06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 

tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian 
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Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan 

Cepat Serta Penerapan Restorative Juctice.  

8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa 

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 

01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, 

Nomor 03 Tahun 2014 Nomorr Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 

2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu 

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga 

Rehabilitasi.  

Prinsip dasar  Restorative Jucitce yaitu adanya pemulihan kepada 

korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi 

kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun 

kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam Restorative 

Justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, 

dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan 

keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.  

Saat ini ada peraturan dari Polri mengenai penanganan perkara yang 

dapat di restorative juctice yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 
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Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan 

Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang 

mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai 

solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa 

keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum 

masyarakat yang memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan 

wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Peraturan Polri tersebut memberikan beberapa persyaratan terhadap 

suatu tindak pidana agar dapat diselesaikan menggunakan restoratif justice 

yaitu terdiri atas persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat  formil 

serta persyaratan khusus yang merupakan persyaratan tambahan untuk tindak 

pidana lainnya.  

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan 

Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi: 

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; 

2. tidak berdampak konflik sosial; 

3. tidak berpotensi memecah belah bangsa; 

4. tidak radikalisme dan sparatisme; 

5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; 

dan 
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6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, 

tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. 

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil 

meliputi: 

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan 

perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak 

pidana Narkotika; 

2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa 

pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang 

ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang 

ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan 

sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban 

(kecuali untuk tindak pidana narkotika). 

Persyaratan Khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan 

keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana 

lainnya, diantaranya: 

1. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik 

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan 

keadilan Restoratif untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, 

paling sedikit meliputi: 

a. Pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang 

menyebarkan konten ilegal; 
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b. Pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan 

kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy; 

c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di 

unggah di media sosial diserati dengan pemintaan untuk menghapus 

konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam 

bentuk soft copy dan hard copy; dan 

d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan 

penyelidikan lanjutan. 

2. Tindak Pidana Narkotika 

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan 

keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkotika, meliputi: 

a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang 

mengajukan rehabilitasi; 

b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika 

pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan 

psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak 

ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine 

menunjukkan positif narkoba; 

c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, 

dan/atau bandar; 

d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan 

e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan 

penyelidikan lanjutan. 



70 
 

 

3. Tindak Pidana Lalu Lintas 

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan 

keadilan Restoratif untuk tindak pidana Lalulintas, meliputi: 

a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan 

bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang 

mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau 

b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 


